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Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif,
penelitian ini mengidentifikasi berbagai faktor yang

KeyworATS: anak tidak mempengaruhi keberhasilan kebijakan pendidikan,
sekolah, anak putus sekolah, termasuk tantangan infrastruktur, kondisi ekonomi
kebijakan hukum, pendidikan, keluarga, dan persepsi masyarakat terhadap
Lampung Utara pendidikan. Data  dikumpulkan melalui  telaah

pustaka dan wawancara dengan berbagai pemangku
kepentingan, termasuk pejabat pemerintah daerah
dan lembaga pendidikan. Temuan menunjukkan
bahwa optimalisasi kebijakan hukum sangat penting
untuk  meningkatkan  akses  pendidikan  dan
pemberdayaan ekonomi keluarga. Penelitian ini
merekomendasikan peningkatan anggaran
pendidikan, penguatan infrastruktur, dan
peningkatan  koordinasi  antarlembaga  untuk
menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan
langkah-langkah ini, diharapkan anak-anak di
Kabupaten Lampung Utara akan mendapatkan akses
pendidikan yang bermutu dan mengurangi angka
putus sekolah.

PENDAHULUAN

Masalah anak putus sekolah dan siswa yang putus sekolah merupakan tantangan besar bagi
banyak negara, termasuk Indonesia. Di Kabupaten Lampung Utara, fenomena ini menjadi
perhatian utama karena dampaknya yang luas terhadap perkembangan sosial dan ekonomi
masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kebijakan hukum yang diterapkan
untuk mengatasi masalah ini, dengan fokus pada evaluasi efektivitas kebijakan yang ada dan
memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami
bagaimana kebijakan hukum dapat membantu dalam menangani anak putus sekolah dan siswa
yang putus sekolah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan
implementasinya (Yahya, 2023) (Choi et al., 2021).

Penelitian ini sangat penting karena anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang
memadai berisiko menghadapi berbagai masalah, seperti kemiskinan, ketidakstabilan sosial, dan
kurangnya peluang kerja di masa depan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan
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bahwa jumlah anak putus sekolah di Indonesia masih sangat tinggi, termasuk di Lampung Utara.
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekurangan pengetahuan mengenai
kebijakan hukum yang ada dan bagaimana kebijakan tersebut dapat dioptimalkan untuk
mengatasi masalah ini (THANA et al., 2022) (Kim et al., 2019).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas isu serupa, tetapi masih ada kekurangan
dalam analisis empiris terhadap kebijakan yang diterapkan. Misalnya, penelitian oleh Thana et al.
menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai kebijakan untuk meningkatkan akses pendidikan,
implementasinya sering terhambat oleh faktor-faktor lokal yang tidak teridentifikasi (Sinvani et
al., 2016) . Penelitian lain oleh Kim et al. (2019) menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat
dalam mendukung kebijakan pendidikan, tetapi tidak memberikan analisis mendalam tentang
bagaimana kebijakan ini dapat disesuaikan dengan konteks lokal (Muhsan, 2022) . Selain itu,
studi Yahya menekankan perlunya pendekatan multidisipliner untuk mengatasi masalah
pendidikan, tetapi kurang memberikan solusi konkret terkait kebijakan hukum yang dapat
diterapkan (Naheed & Shooshtarian, 2022).

Penelitian ini berkontribusi dengan memberikan analisis yang lebih mendalam tentang
kebijakan hukum yang ada dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya.
Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini bertujuan untuk
mengevaluasi kebijakan yang diterapkan di Kabupaten Lampung Utara dan menawarkan
rekomendasi berdasarkan data empiris. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus
pada identifikasi masalah tetapi juga mengusulkan solusi yang dapat dilaksanakan untuk
meningkatkan akses pendidikan bagi anak putus sekolah dan siswa yang putus sekolah (Liu &
Leong, 2022) (Heidarabadi et al., 2022).

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap
pengembangan kebijakan pendidikan di Indonesia, terutama di daerah yang menghadapi
tantangan serupa. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis tetapi juga
memiliki implikasi praktis yang dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya
dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat (Gulik et al., 2020) (Murray et al., 2017).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang juga
dikenal sebagai penelitian hukum dogmatis. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk
memahami dan menginterpretasikan hukum serta menetapkan prinsip-prinsip hukum yang
relevan. Kami bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai konsepsi dan menginventarisasi
peraturan hukum terkait, dengan harapan dapat menganalisis penerapan hukum secara konkret,
terutama dalam konteks penanganan anak tidak sekolah dan anak putus sekolah di Kabupaten
Lampung Utara (Kusumaningrum, 2024).

Pendekatan yang kami pilih adalah pendekatan perundang-undangan, yang memungkinkan
kami untuk mengeksplorasi dan menganalisis peraturan hukum yang berkaitan dengan kebijakan
pendidikan. Melalui pendekatan ini, kami berharap dapat mengembangkan pemahaman yang
komprehensif dan mendalam tentang isu-isu yang sedang diteliti (Fadli, 2021) . Data yang
digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang dikategorikan menjadi tiga jenis
bahan hukum: bahan hukum primer, yang mencakup Undang-Undang Dasar 1945, Undang-
Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan peraturan terkait perlindungan anak; bahan
hukum sekunder, yang terdiri dari berbagai tulisan, karya ilmiah, dan artikel yang relevan; serta
bahan hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan isu hukum yang
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dibahas (Sutantiyo, 2023) (Pasaribu, 2024).

Prosedur pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk memastikan relevansi data
dengan isu yang diteliti. Kami menggunakan teknik pengumpulan data sekunder melalui
penelitian perpustakaan, studi komparatif, dan studi dokumen, dengan tujuan untuk mencapai
pemahaman yang lebih baik tentang perundang-undangan dan literatur ilmiah yang mendukung
penelitian ini (Falah & Waluyo, 2022). Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif
dari perspektif hukum, dengan fokus pada prinsip-prinsip, konsep dasar, dan norma hukum. Hasil
analisis akan disajikan dalam bentuk naratif tanpa menggunakan data numerik, sehingga lebih
mudah dipahami. Lokasi penelitian akan disesuaikan dengan data primer dan sekunder yang
diperlukan, dan analisis kualitatif akan dilakukan dengan menyajikan, mengelaborasi, dan
menjelaskan data secara sistematis untuk memfasilitasi pemahaman dan interpretasi (Hikmabh,
2023).

Dalam menarik kesimpulan, kami menggunakan penalaran deduktif, yang memungkinkan
kami untuk mengamati prinsip-prinsip umum dan kemudian menarik kesimpulan yang lebih
spesifik. Dengan pendekatan ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih
mendalam tentang isu-isu yang sedang diteliti (Dahlia, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi Kebijakan Hukum dalam Menangani Siswa Putus Sekolah dan Anak-Anak
yang Tidak Bersekolah di Kabupaten Lampung Utara

Masalah anak tidak sekolah (ATS) dan anak putus sekolah (APS) di Kabupaten Lampung
Utara merupakan isu yang sangat penting dan memerlukan perhatian serius. Dampak dari
masalah ini tidak hanya dirasakan oleh anak-anak itu sendiri, tetapi juga berdampak besar pada
masa depan masyarakat dan sumber daya manusia di daerah tersebut. Oleh karena itu, penting
untuk mengoptimalkan kebijakan hukum agar setiap anak dapat memperoleh pendidikan yang
layak.

Kebijakan hukum seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai kerangka regulasi, tetapi juga
sebagai alat untuk mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi anak-anak, termasuk hambatan
sosial, ekonomi, dan budaya. Banyak anak terpaksa meninggalkan pendidikan karena kondisi
ekonomi keluarga yang sulit, di mana mereka harus bekerja untuk membantu perekonomian
rumah tangga. Selain itu, pandangan masyarakat yang tidak mendukung pendidikan formal juga
berkontribusi pada masalah ini, karena beberapa orang tua lebih memilih anak-anak mereka
bekerja daripada bersekolah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang efektif harus memiliki
tujuan yang jelas, seperti meningkatkan akses pendidikan bagi semua anak tanpa memandang
latar belakang ekonomi atau lokasi geografis mereka, serta melindungi hak anak untuk
mendapatkan pendidikan yang layak (Firdaus, 2023) (Sitorus & Hutasoit, 2021).

Namun, ada beberapa tantangan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Salah satu tantangan
terbesar adalah kurangnya infrastruktur pendidikan, terutama di daerah terpencil. Banyak anak di
daerah ini kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang memadai karena jarak yang jauh ke
sekolah dan fasilitas yang tidak memadai (Umar & Umawaitina, 2019) . Selain itu, faktor
ekonomi juga berperan penting; banyak keluarga hidup dalam kondisi sulit, memaksa anak-anak
untuk bekerja demi membantu perekonomian keluarga (Widyaningtyas, 2023).

Kurangnya koordinasi di antara berbagai lembaga yang terlibat dalam menangani masalah
ini sering kali mengakibatkan kebijakan yang tidak dilaksanakan secara terintegrasi dan efektif
(Hakim, 2020) . Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan penanganan ATS dan APS, penting
untuk mempertimbangkan pendekatan kebijakan hukum yang lebih inklusif. Salah satu
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pendekatan tersebut adalah mendorong partisipasi masyarakat, di mana orang tua dan komunitas
terlibat dalam mendukung pendidikan anak-anak (Nara et al., 2023).

Penting juga untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak pendidikan
anak. Selain itu, memperkuat infrastruktur pendidikan melalui pembangunan dan distribusi
sekolah di daerah terpencil sangat diperlukan, bersamaan dengan memberdayakan keluarga
secara ekonomi melalui kebijakan yang mendukung kesejahteraan mereka (Rannu & Watini,
2022).

Langkah strategis yang perlu diambil untuk mencapai optimalisasi kebijakan hukum dalam
menangani anak tidak sekolah di Kabupaten Lampung Utara meliputi peningkatan anggaran
pendidikan, terutama di daerah dengan tingkat putus sekolah yang tinggi. Pemerintah daerah
harus meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan dan membentuk tim koordinasi antara
Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan organisasi non-pemerintah untuk merancang kebijakan yang
komprehensif dan terkoordinasi (Paran, 2022). Selain itu, sistem pemantauan dan evaluasi yang
efektif harus dibangun untuk menilai keberhasilan kebijakan yang diterapkan (Supriatna, 2023).

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kebijakan hukum dapat mengatasi kesenjangan
akses pendidikan dan memberdayakan keluarga secara ekonomi. Hal ini akan memungkinkan
anak-anak di Kabupaten Lampung Utara untuk lebih mudah mengakses pendidikan dan mencapai
masa depan yang lebih baik (Arpani & Mubhtaj, 2023).

Secara keseluruhan, optimalisasi kebijakan hukum dalam menangani anak tidak sekolah
dan anak putus sekolah di Kabupaten Lampung Utara adalah tantangan kompleks yang
memerlukan pendekatan holistik. Dengan mengatasi hambatan yang ada dan mendorong
keterlibatan masyarakat serta kolaborasi antar lembaga, kita dapat menciptakan lingkungan
pendidikan yang lebih mendukung bagi semua anak. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk
mengurangi tingkat putus sekolah, tetapi juga untuk memberdayakan keluarga dan komunitas,
yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut.

Faktor-Faktor yang Menghambat Upaya Optimalisasi Penanganan Siswa Putus Sekolah
dan Anak-Anak yang Tidak Bersekolah di Kabupaten Lampung Utara

Mengatasi masalah anak tidak sekolah (ATS) dan anak putus sekolah (APS) di Kabupaten
Lampung Utara adalah tantangan yang kompleks dan berdampak besar pada efektivitas kebijakan
serta program yang dirancang untuk membantu kelompok rentan ini. Salah satu faktor utama
yang menghalangi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan adalah kondisi ekonomi yang sulit
yang dihadapi oleh keluarga mereka. Banyak anak terpaksa meninggalkan sekolah atau bahkan
tidak pernah bersekolah karena orang tua mereka, yang berjuang melawan kemiskinan, sering
kali lebih memprioritaskan kebutuhan mendesak untuk bertahan hidup atau pekerjaan mereka
sendiri daripada pendidikan anak-anak mereka (Candra et al., 2019) . Realitas yang keras ini
membuat banyak anak terpaksa mengambil pekerjaan informal, seperti bekerja di pertanian atau
melakukan pekerjaan rumah tangga, untuk membantu keluarga, yang pada gilirannya membatasi
akses mereka terhadap pendidikan yang berkualitas (Rambe, 2023).

Selain tantangan ekonomi, akses pendidikan juga menjadi hambatan besar, terutama di
daerah terpencil. Banyak anak kesulitan untuk melanjutkan sekolah karena jarak yang jauh antara
rumah mereka dan sekolah terdekat, atau karena kondisi sekolah yang tidak memadai (Darusman,
2024). Kurangnya fasilitas pendidikan yang penting—seperti ruang kelas yang cukup, toilet, dan
bahan ajar—semakin memperburuk situasi, memaksa anak-anak di daerah ini untuk putus
sekolah atau tidak mendaftar sama sekali (Atsiilah, 2023). Selain itu, sikap masyarakat terhadap
pendidikan bisa menjadi penghalang, terutama di kalangan keluarga dari latar belakang sosial
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ekonomi yang lebih rendah. Dalam beberapa kasus, orang tua mungkin merasa bahwa pendidikan

bukanlah prioritas dan lebih memilih anak-anak mereka untuk bekerja demi membantu keuangan
keluarga, terutama di sektor yang padat karya seperti pertanian (Permana et al., 2022).

Hambatan signifikan lainnya adalah kurangnya guru yang terlatih dan berkualitas di
Kabupaten Lampung Utara, terutama di komunitas pedesaan. Banyak sekolah menghadapi
kekurangan guru, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Tanpa pendidik yang kompeten,
kualitas pendidikan secara keseluruhan menurun, sehingga anak-anak kurang tertarik untuk tetap
bersekolah (Rindiyanto, 2023). Selain itu, upaya untuk mengatasi masalah putus sekolah sering
kali terhambat oleh kurangnya koordinasi di antara berbagai lembaga yang bertanggung jawab
atas pendidikan, perlindungan anak, dan dukungan masyarakat (Awaru, 2023). Dinas Pendidikan,
Dinas Sosial, dan organisasi non-pemerintah, yang seharusnya bekerja sama untuk mengatasi
tantangan ini, sering kali kurang dalam komunikasi dan kolaborasi yang efektif, sehingga
menghasilkan program yang terfragmentasi dan tidak memberikan solusi yang komprehensif
(Kusbudiyanto & Munandar, 2020).

Penegakan hukum yang lemah terkait hak pendidikan juga menjadi hambatan signifikan.
Meskipun ada berbagai regulasi dan kebijakan yang bertujuan mendukung pendidikan anak,
kurangnya penegakan yang kuat sering kali berarti bahwa orang tua yang tidak mengirim anak-
anak mereka ke sekolah atau yang memaksa mereka bekerja tidak menghadapi konsekuensi yang
berarti (Fazny, 2021). Tanpa penegakan yang ketat, tidak ada efek jera bagi orang tua atau pihak
lain yang melanggar hak anak untuk mendapatkan pendidikan (Sinaga & Sitorus, 2022).

Dari perspektif Teori Sistem Hukum, hambatan dalam mengoptimalkan penanganan anak
tidak sekolah di Kabupaten Lampung Utara dapat dilihat sebagai ketidaksesuaian antara kerangka
hukum dan realitas sosial, penegakan hukum yang lemah, kekurangan infrastruktur, dan
koordinasi antar lembaga yang tidak memadai (Adiansyah, 2022). Untuk mengatasi tantangan ini,
reformasi sistemik sangat penting, yang memerlukan perbaikan di berbagai tingkat—mulai dari
perumusan kebijakan hingga implementasi di lapangan. Meningkatkan kapasitas sumber daya
manusia dan memastikan pendanaan yang memadai juga krusial untuk menjamin keberhasilan
program pendidikan bagi anak-anak yang telah putus sekolah (Jumanah & Rosita, 2023).

Dengan mengambil tindakan yang komprehensif dan kolaboratif, kita dapat berharap untuk
secara signifikan meningkatkan akses pendidikan dan kualitas hidup secara keseluruhan bagi
anak-anak di Kabupaten Lampung Utara (Haeruddin, 2023) . Pendekatan ini tidak hanya
bertujuan untuk mengurangi tingkat putus sekolah, tetapi juga berupaya memberdayakan
keluarga dan komunitas, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di
daerah tersebut. Mengatasi tantangan ini memerlukan upaya bersama dari semua pemangku
kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat, untuk
menciptakan lingkungan yang mendukung pencapaian pendidikan bagi semua anak. Bersama-
sama, kita dapat bekerja menuju masa depan di mana setiap anak memiliki kesempatan untuk
belajar dan berkembang.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengeksplorasi berbagai aspek terkait tantangan yang dihadapi oleh
anak tidak sekolah dan anak putus sekolah di Kabupaten Lampung Utara. Temuan penelitian ini
menyoroti bahwa mengoptimalkan kebijakan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa
setiap anak memiliki akses terhadap pendidikan yang bermutu. Kebijakan-kebijakan ini penting
untuk tidak hanya berfungsi sebagai peraturan tetapi juga sebagai alat yang efektif untuk
mengatasi hambatan sosial, ekonomi, dan budaya yang mencegah anak-anak memperoleh
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pendidikan formal.

Beberapa tantangan signifikan menghambat implementasi kebijakan-kebijakan ini. Ini
termasuk infrastruktur pendidikan yang tidak memadai, kondisi ekonomi keluarga yang sulit, dan
sikap masyarakat yang mungkin tidak sepenuhnya mendukung pendidikan formal. Selain itu,
kurangnya koordinasi antara lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani masalah-
masalah ini sering kali menyebabkan pelaksanaan kebijakan yang terfragmentasi dan tidak efektif.
Lemahnya penegakan hukum yang melindungi hak-hak pendidikan semakin memperumit situasi.

Untuk secara efektif mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan pendekatan kebijakan
yang lebih komprehensif. Ini termasuk membuat peraturan yang mendorong keterlibatan
masyarakat, memperkuat penegakan hukum, dan meningkatkan infrastruktur pendidikan.
Peningkatan anggaran pendidikan dan pembentukan tim koordinasi di antara lembaga-lembaga
terkait juga merupakan langkah-langkah penting menuju pengembangan kebijakan yang terpadu
dan efektif. Dengan melakukan tindakan kolaboratif dan terencana dengan baik ini, kita berharap
dapat meningkatkan akses pendidikan dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Kabupaten
Lampung Utara. Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan
kebijakan pendidikan di Indonesia, khususnya terkait anak tidak sekolah dan anak-anak putus
sekolah. Penelitian ini menawarkan rekomendasi berbasis data untuk perbaikan kebijakan di
masa mendatang. Pada akhirnya, penanganan masalah ini secara sukses tidak hanya akan
menguntungkan masing-masing anak tetapi juga mendorong pembangunan sosial dan ekonomi
yang lebih luas di dalam masyarakat.
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